PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1984
TENTANG

PENY ERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA

Menimbang

Mengingat

a

NP

KAWASAN INDUSTRI MEDAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa daam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasiona
khususnya pembangunan di sektor industri, oleh Pemerintah direncanakan
pembentukan Usaha Kawasan Industri di Medan;

bahwa sgaan dengan perkembangan persiapan-persapan yang telah
dilakukan dalam rangka pelaksanaan rencana Usaha Kawasan Industri
tersebut pada huruf a di atas, serta telah diselesaikannya pembangunan fisik
proyek industria estate Medan, dipandang perlu untuk mendirikan suatu
badan usaha yang berbentuk Perusshaan Perseroan (PERSERO)
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, Y ang
modalnya disediakan secara bersama oleh Negara Republik Indonesia,
Daerah Tingkat | Sumatera Utara, dan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Medan;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 1969, penyertaan modal Negara Republik Indonesia
tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan
Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847
Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2959);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890)
tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan
(PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan
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Lembaran Negara Nomor 2894) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1972 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) (Lembaran Negara Tahun 1972
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan
dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum
(PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan
dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum
(PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL

()

(2)

3

NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA KAWASAN
INDUSTRI MEDAN.

BAB |
PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasa 1
Negara Republik Indonesa melakukan penyertaan dalam moda saham Perusahaan
Perseroan (PERSERO) dalam bidang Usaha Kawasan Industri Medan, selanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO.
PERSERO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan secara bersama antara Negara
Republik Indonesia denpn Daerah Tingkat | Sumatera Utara dan Kotamadya Daerah
Tingkat Il Medan dengan pembagian saham yang dipegang oleh Negara Republik
Indonesia dengan Daerah Tingkat | Sumatera Utara dan Kotamadya Daerah Tingkat |1
Medan.
Perbandingan moda saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut
oleh Menteri Keuangan bersama-sama Daerah Tingkat | Sumatera Utara dan Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Medan.

Pasal 2

Penyertaan modal oleh Daerah Tingkat | Sumatera Utara dan Kotamadya Daerah Tingkat Il
Medan dilaksanakan masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat | Sumatera Utara dan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat || Medan yang telah mendapat pengesahan dari
Menteri Dalam Negeri.
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